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A. PENDAHULUAN 

 

1. Umum 

 

Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen, 

bertugas untuk melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau 

dipertunjukkan kepada khalayak umum. Penyensoran dilakukan melakukan penelitian dan 

penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film 

yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Sedangkan 

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif 

pelaksanaan penyensoran film dan iklan film. 

LSF sebagai salah satu instansi pelayanan publik mengoptimalkan pendayagunaan 

teknologi informasi dengan menerapkan pelayanan publik penyensoran film dan iklan film 

secara digital. Sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berbasiskan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), LSF mengembangkan aplikasi Administrasi 

Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) yang bertujuan memudahkan para pelaku kepentingan 

perfilman dalam mengajukan permohonan penyensoran film dan iklan filmnya secara 

digital.  

Penerapan pelayanan publik LSF dilakukan semenjak tahun 2019, bersamaan dengan di 

luncurkannya aplikasi e-SiAS dan didukung dengan kebijakan terkait prosedur dan 

mekanisme dalan pelayanan. Aplikasi ini dikembangkan khususnya untuk membantu para 

pengguna layanan sensor film dalam mengajukan dokumen persyaratan administratif 

penyensoran, mengetahui biaya penyensoran, bahkan dapat memonitor proses sensor yang 

sedang berjalan 

Sistem pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada hakikatnya adalah 

untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan, sehingga kemanfaatannya benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya 

peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh 

sistem pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, 

sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Sistem ini 

merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis 

pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik 

maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik 

dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem 

pelayanan terpadu satu atap, sedangkan sistem pelayanan terpadu secara virtual 

dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Sistem dilakukan dengan 

cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 

tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 
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Sebagai wujud nyata untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia pada tahun 2025, 

dimana seluruh lapisan birokrasi sudah dilengkapi dengan pelayanan atau dilengkapi 

dengan pemanfaatan sistem Teknologi Informasi (TI). Dengan demikian, semenjak 

tahun 2020 LSF juga menciptakan beberapa inovasi dengan memanfaatkan Teknologi 

Informasi pada setiap pelayanannya, baik pelayanan untuk masyarakat ataupun untuk 

wargabinaan pemasyarakatan. Dengan adanya inovasi layanan, diharapkan dapat 

memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik LSF 

sehingga menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. 
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2. Maksud Dan Tujuan 

Pelaksanaan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi pada Lembaga Sensor 

Film dilaksanakan dalam rangka : 

a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan. 

b. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik. 

c. Mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dan terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

menetapkan inovasi pelayanan di Lembaga Sensor Film. 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efesien dan akuntabel 

melalui sistem pelayanan terpadu agar tercipta pelayanan prima 

 

3. Ruang Lingkup 

Materi yang tertuang dalam laporan ini merupakan pelaksanaan pelayanan publik 

penyensoran film dan iklan film di Lembaga Sensor Film dalam rangka memberikan 

pelayanan prima melalui sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi kepada para 

pemangku kepentingan perfilman. 

 
4. Dasar 

a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor 

Film; 

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia 

Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 24 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film; 

f. Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 

tentang Mekanisme Penyensoran; 

B. Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film 

Kegiatan layanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna 
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mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dan terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan pemanfaatan inovasi 

pelayanan berbasis teknologi informasi. Adapun penerapan Pelayanan Publik 

Penyensoran Film dan Iklan Film meliputi beberapa aspek antara lain : 

1. Kebijakan 

a. Standar Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada LSF 

Standar pelayanan sebagai  pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan dalam pelaksanaan layanan penyensoran film dan 

iklan film, yang meliputi   1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) 

jangka waktu pelayanan; 4) biaya/ tarif; 5) produk pelayanan; 6) penanganan 

pengaduan, saran dan masukan. 

Standar Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada LSF tercantum dalam 

Surat Keputusan LSF Nomor 007 Tahun 2022 yang telah dilakukan uji publik 

dengan stakeholder penerima layanan sensor film dan iklan film. Selain itu, LSF 

juga menetapkan Surat Keputusan Ketua LSF Nomor 8 Tahun 2022 tentang Visi, 

Misi, dan Moto Pelayanan Publik LSF. Kedua surat keputusan tersebut dikemas 

dalam bentuk infografis untuk ditampilkan pada beberapa media publikasi yaitu 

1. Media cetak, berupa leaflet. 

2. Media elektronik, pada televisi yang tersedia di unit layanan. 

3. Media Sosial : Instagram @lsf_ri, X @lsf_ri, Tiktok @lsf_ri. 

4. Website LSF : Laman Infomasi LSF, yaitu https://lsf.go.id/. 

5. Aplikasi e-SiAS : https://sensor.kemdikbud.go.id/. 

6. Papan infomasi. 

https://lsf.go.id/
https://sensor.kemdikbud.go.id/
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Infografis StandarPenyensoran Film dan Iklan Film 

b. Prosedur Operasi Sistem (POS) Administrasi Penyensoran Film dan Iklan 

Film 

Prosedur proses layanan administrasi tertuang dalam POS Administrasi 

Penyensoran Film dan Iklan Film, sebagai berikut 
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c. Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Pendaftaran Sensor 

Disabilitas  

Kebijakan yang diterbitkan pemerintah harus berusaha menciptakan 

pelayanan publik yang inklusif, salah satunya dengan penggunaan teknologi 

digital. Salah satu cara menciptakan pelayanan publik yang ramah bagi kaum 

disabilitas adalah dengan kebijakan inklusif. Pemerintah melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong 

unit penyelenggara layanan untuk beradaptasi dengan menyediakan sarana dan 
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prasarana yang ramah bagi kelompok rentan dan disabilitas, sehingga 

memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 

Menindaklanjuti hal tersebut Lembaga Sensor Film selaku Lembaga Non 

Struktural yang menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik 

di bidang penyensoran film dan iklan film menyelaraskan diri dalam menyediakan 

pelayanan publik yang ramah disabilitas dengan menyusun Prosedur Operasional 

Standar (POS) Penanganan Pendafataran Sensor Disabilitas yang disusun di tahun 

2022 dan disahkan di tahun 2023 (terlampir). 

d. Peralihan layanan pendaftaran sensor dari manual ke digital 

Sebagai lembaga yang bersifat Independen dalam melaksanakan kewenangan 

layanan penyensoran film dan iklan film, Lembaga Sensor Film (LSF) dituntut untuk 

memberikan layanan sensor yang prima: cepat, tepat, efektif dan efisien seiring dengan 

perkembangan dan transformasi digital. Untuk itu, sejak awal 2020, layanan 

administrasi penyensoran telah beralih dari yang bersifat manual menjadi digital 

dengan menggunakan aplikasi elektronik yang diberi nama e-SiAS (elektronik Sistem 

Administrasi Sensor).  

Kehadiran aplikasi itu merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik.  Kehadiran aplikasi e-SiAS itu dapat dirasakan manfaatnya dalam 

peningkatan kualitas layanan LSF kepada seluruh pemangku kepentingan perfilman, 

yang membawa kemudahan dalam proses penyensoran film dan iklan film. Dalam 

konteks ini, LSF bertekad untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, berlandaskan asas akuntabilitas dan keterbukaan layanan publik. Aplikasi 

berbasis teknologi web itu merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi pada 

Kementerian/Lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Kehadiran aplikasi e-SiAS sangat memudahkan bagi pemilik film dan iklan film 

sebagai pengguna layanan sensor film dalam mengajukan dokumen persyaratan secara 

digital sebelumnya. Aplikasi e-SiAS dikembangkan memang dimaksudkan untuk 

memangkas proses birokrasi penyensoran. Aplikasi itu lebih mempersingkat dan 

mempermudah proses layanan sensor. Sebelum adanya aplikasi itu, proses pendaftaran 

penyensoran rata-rata berdurasi tiga hari kerja. Artinya, kalau mendaftarkan hari ini, 

paling telat lusa baru dapat diketahui hasil sensornya.  

Dengan menggunakan aplikasi e-SiAS, bila pada pagi hari materi film 

didaftarkan, diukur durasi dan pembayarannya, lalu masuk ke studio untuk 
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disensorkan, maka pada sore hari pemilik film sudah dapat mengetahui hasilnya. 

Apakah sudah lulus sensor dengan klasifikasi usia tertentu, ataukah belum lulus 

sensor, karena sistem dan prosesnya dilakukan secara online. 

Selain itu, kalau sebelumnya film dan iklan film yang lulus sensor mendapatkan 

surat tanda lulus sensor (STLS) dalam bentuk tercetak fisik (hardcopy), dengan e-

SiAS tidak diberikan lagi hardcopy-nya. Bagi pendaftar yang menggunakan aplikasi 

e-SiAS, bisa langsung mencetak (print) sendiri STLS-nya. Pada STLS juga sudah 

tertanam tanda tangan elektronik dengan sertifikat digital dari BSRE BSSN. 

 

No. Manual Digital 

1. Pendaftaran penyensoran secara manual 

dengan stakeholder memberikan berkas 

pendaftaran di loket unit layanan LSF  

 

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran penyensoran dilakukan secara 

online dengan sistem e-SiAS melalui tautan 

https://sensor.kemdikbud.go.id/

 

 

2. Proses penyensoran dengan pengisian Berita 

Acara Penyenoran secara manual  

 

 

 

Proses penyensoran dengan pengisian Berita 

Acara Penyenoran pada sistem e-SiAS dengan 

menggunakan tablet  
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No. Manual Digital 

3. Penandatanganan Surat Tanda Lulus Sensor 

secara manual 

 

 

Penandatanganan Surat Tanda Lulus Sensor 

secara online pada sistem e-SiAS 

 

4. Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) berbentuk 

hardcopy 

 

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) berbentuk 

digital dengan sertifikat elektronik dari BSRE 

BSSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Pengembangan Sistem e-SiAS 

Sistem Adminitrasi Penyensoran Berbasis Elektronik (e-SiAS). e-SiAS 

merupakan Sistem layanan administrasi penyensoran berbasis elektronik, mulai 

dari pendaftaran, pengajuan, analisa, pembayaran, penyusunan Berita Acara 

Penyensoran (BAP), penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) hingga 

pelaporan data hasil penyensoran. 

Sistem e-SiAS ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu halaman berisi informasi 

umum tentang standar layanan administrasi penyensoran film dan iklan film dan 

halaman inti dari proses administrasi pendaftaran penyensoran film. Sistem e-SiAS 

Nomor : 18429/SU0/J1/P1.N/05.2027/2022

Judul : SATRIA DEWA GATOTKACA

Negara Asal : INDONESIA

Diluluskan Untuk : SEMUA UMUR

Batas Waktu Berlaku : S/D 24 MEI 2027

Durasi : 129 MENIT

Bahasa : BAHASA INDONESIA

Teks Terjemahan : -

Jenis :
FANTASI, DRAMA, SCIENE 

FICTION

Pemilik : PT. SATRIA DEWA STUDIO

Jakarta, 03 Juni 2022

K e t u a

COPY 1

SATU

NO.115259

LAYAR LEBAR TTD

Rommy Fibri Hardiyanto

 
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan

sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE

Nomor : 12483/D21/J2/P2.N/03.2022/2021

Judul :
TVC PUASA - TERUSLAH BERGERAK 

MAJU - 60 SEC

Negara Asal : INDONESIA

Diluluskan Untuk : 21 TAHUN KE ATAS

Batas Waktu Berlaku : S/D 31 MARET 2022

Durasi : 1 MENIT

Bahasa : BAHASA INDONESIA

Teks Terjemahan : -

Jenis : IKLAN KOMERSIL

Pemilik : PT. LITA LESTARI ABADI FILM

Jakarta, 31 Maret 2021

K e t u a

  

  

  

TELEVISI TTD

Rommy Fibri Hardiyanto

 
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan

sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
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dapat diakses menggunakan internet browser pada umumnya (seperti contohnya : 

Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, dll) melalui halaman 

https://sensor.kemdikbud.go.id. 

 

Halaman informasi umum standar layanan penyensoran film dan iklan film 

 

Halaman utama pendaftaran penyensoran film dan iklan film 

f. Peralihan bentuk materi sensor dari cakram menjadi file video dengan 

pengiriman secara online 

Pada proses pendaftaran penyensoran, pengiriman materi film dan iklan film yang 

selama ini menggunakan VCD atau DVD, beralih menjadi online dengan cara 

unggah langsung ke sistem e-SiAS dengan batas maksimal kapasitas file video 

https://sensor.kemdikbud.go.id/
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film sebanyak 50 MB. Dengan begitu, file yang sudah terunggah, akan dapat 

secara langsung dapat diakses oleh tim sensor untuk dilakukan penyensoran film. 

Hal ini berarti akan menambah efisiensi dan efektivitas dalam proses penyensoran 

film dan iklan film, 

 

Keterangan: Tangkapan layar menu file video pada Modul Pendaftaran Materi Sensor 

yang telah di unggah oleh pemilik film pada aplikasi e-SiAS  
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Keterangan: Tangkapan layar menu file video pada aplikasi e-SiAS yang dapat diakses 

langsung oleh tim sensor 

Adapun untuk materi film dengan file video berukuran lebih dari 50 MB, 

pengiriman materi dilakukan dengan membagikan file melalui tautan pada G-

Drive. Sehingga stakeholder perfilman yang berada di luar Jakarta dapat dengan 

mudah mengirimkan materinya, tanpa harus datang ke kantor unit layanan LSF. 

 

Keterangan: Tangkapan layar penambahan field data Share Link URL Google Drive pada Modul 

Pendaftaran Materi Sensor pada aplikasi e-SiAS untuk menunjang pengiriman file materi sensor 

jarak jauh. 
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g. Sertifikasi Surat Tanda Lulus Sensor  

Sebelumnya film dan iklan film yang lulus sensor mendapatkan surat tanda 

lulus sensor (STLS) dalam bentuk tercetak fisik (hardcopy), dengan e-STLS sudah 

berbentuk digital. Bagi pendaftar yang menggunakan aplikasi e-SiAS, bisa 

langsung mengunduh dan mencetak sendiri STLS-nya. Sistem e-SiAS juga sudah 

terintegrasi sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik dengan Balai Sertifikasi 

Elektronik (BSrE) ynag merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi 

Negara (BSSN), sehingga STLS yang telah dikeluarkan telah terjamin keasliannya dan 

tidak mungkin dipalsukan. 

 

 

 

 

 

 

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) 

 

2. Pengaduan 

Pengaduan Layanan di Lingkungan LSF dilakukan secara online dan offline. Kanal 

online yang sudah digunakan bersifat satu kanal. Meskipun pengaduan diterima diluar 

kanal SP4N-LAPOR! data laporan tersebut tetap diinput ke kanal SP4N-LAPOR! melalui 

sistem bulk. Untuk media konsultasi dan pengaduan secara online yang terintegrasi sudah 

diimplementasi melalui pengaduan satu kanal SP4N-LAPOR dengan subdomain sendiri 

yaitu https://lsf.lapor.go.id/.  

Media konsultasi lain yang juga diterapkan secara online adalah melalui WhatsApp 

Business Account LSF dan WhatsApp CSO Layanan untuk mempermudah akses pengguna 

layanan Selain media online, LSF juga menerapkan media pengaduan secara offline di 

Kantor Lembaga Sensor Film (Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbudristek). 

Disediakan form khusus untuk melayani pengaduan secara manual (offline). 

https://lsf.lapor.go.id/
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Alur Pengaduan Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film 

3. Sarana dan Prasarana 

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan: a) kepentingan umum; b) kepastian 

hukum; c) kesamaan hak; d) keseimbangan hak dan kewajiban; e) keprofesionalan; f) 

partisipatif; g) persamaan perlakuan / tidak diskriminatif; h) keterbukaan; i) akuntabilitas; 

j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k) ketepatan waktu; dan l) 

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jelas disebutkan dalam peraturan 

perundanganundangan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik harus menyediakan 

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dan kesamaan hak bagi seluruh 

pengguna layanan termasuk penyandang disabilitas dan ibu menyusui.  

Oleh karena itu Sekretariat LSF sebagai pendukung sarana dan prasarana layanan publik 

LSF, telah menyediakan beberapa fasilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas 

dan ibu menyusui dalam menggunakan layanan LSF. Di antaranya adalah ruang laktasi, 

ketersediaan kursi roda, parkir khusus untuk penyandang disabilitas yang berada di 

pelataran parkir lobi utama gedung, jalur khusus untuk kursi roda, dan loket khusus untuk 

penyandang disabilitas. 
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Sarana dan Prasana untuk layanan prioritas kelompok rentan dan penyandang 

disabilitas 

C. HASIL YANG DICAPAI 

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pelayanan publik di Lembaga Sensor Film dalam 

rangka menciptakan dan mendukung sistem pelayanan terpadu telah dilaksanakan 

dengan maksimal dan berjalan dengan baik sehingga Pelayanan  tetap berjalan dan 

pengguna layanan mendapat pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan transparan. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pelaksanaan Pelayanan Publik Terpadu penyensoran film dan iklan film di 

Lembaga Sensor Film telah berjalan dengan baik sebagai sarana untuk meningkatkan 

indeks kepuasan masyarakat dan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) serta terciptanya kualitas pelayanan yang 

efektif, efisien dan akuntabel. 

Saran 

Pelaksanaan Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film di LSF perlu dievaluasi 

sesuai dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini sebagai solusi untuk 

meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. 

E. PENUTUP 

Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan sebagai bahan informasi dan evaluasi 

serta pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Atas 

perhatiannya diucapkan terima kasih. 


